
110 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Buku 

Amirin, Tatang M., Menyusun Rencana Penelitian, (Jakarta: Rajawali Pers, 1986). 

 

Amiruddin & Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2012). 

 

Anwar, Syaifuddin, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1991). 

 

Asyhadie, Zaeni, Hukum Keperdataan dalam Perspektif Hukum Nasional KUH 

Perdata (BW) Hukum Islam dan Hukum Adat, (Depok: Raja Grafindo 

Persada, Cet. Ke-1, 2018). 

 

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Hawwas, Abdul Wahhab Sayyed, Fiqh 

Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak), (Jakarta: AMZAH, 2009). 

 

Bahri, Zainul, Kamus Umum Khusus Bidang Hukum dan Politik, (Bandung: 

Angkasa, 1996). 

 

Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, 

Edisi Revisi Tahun 2013, (Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan 

Peradilan Agama, 2014). 

 

Cahyadi, Irwan Adi, “Kedudukan SEMA dalam Hukum Positif di Indonesia,” 

(Artikel Ilmiah, Universitas Brawijaya, 2014). 

 

Dzuhayatin, Siti Ruhaini, et. Al. Menuju Hukum Keluarga Progresif, Responsif 

Gender, dan Akomodatif Hak Anak. (Yogyakarta: Suka-Press, PSW UIN 

Sunan Kalijaga, Teh Asia Foundation, 2013). 

 

Harahap, Yahya, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2009). 

 

Hardani, S.Pd., M.Si., dkk. Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, 

(Yogyakarta: Penerbit Pustaka Ilmu, 2020). 

 



111 
 

Junaedi, Dedi, Bimbingan Perkawinan: Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-

Qur’an dan As-Sunna, (Jakarta: Akademika Presindo, 2002). 

 

Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan 

Agama, (Surabaya: Pengadilan Tinggi Agama, 1992). 

 

Manan, Abdul, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: 

Kencana, 2008). 

 

Mertokosumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 

2009). 

 

Mertokusumo, Sudikno, Bunga Rampai Ilmu Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 

2010). 

 

Mujahidin, Ahmad, Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan 

Mahkamah Syar‟iyah di Indonesia, (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia 

IKAHI, 2008). 

 

Mujahidin, Ahmad, Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi 

Formulir Berperkara, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012). 

 

Ranuhandoko, I.PM., Terminologi Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000). 

 

Rasyidi, Lili, Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia, 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991). 

 

Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika 

2012). 

 

Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 1985). 

 

Subekti dan R. Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, cet. ke-4, (Jakarta: Pradnya 

Paramita, 1979). 

 

Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992). 

 



112 
 

Sunarto, Peran Akitif Hkim Dalam Perkara Perdata, (Jakarta: Kencana, 2014). 

 

Syarifuddin, Amir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh 

Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2006). 

 

Syaifuddin, Muhammad, dkk, Hukum Perceraian, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013). 

 

Wasman, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqh dan Hukum 

Positif, (Yogyakarta: Teras, 2011). 

 

Peraturan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

 

Herzien Inlandsch Reglement (HIR). 

 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan 

Kehakiman. 

 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian 

Bagi Pegawai Negeri Sipil. 

 

Instruksi Presiden Republik Indonsia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi 

Hukum Islam. 

 

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. 

 



113 
 

Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat 

Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman 

Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 

 

Jurnal 

Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, Johan Wahyudi, dan Rzky Akbar, “Kajian 

Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum Ex Aequo Et Bono”, Yuridika, 

Volume 19, No 1, (Januari – April 2014). 

 

Fuadi, A. S., Saputra, D. E., & Munajah, (2021), Analisis Yuridis Hak Ex Officio 

Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 

318/PDT.G/2020/PA.MTP, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 1(1). 

 

Hidayah, N., Yunanto, Sarono, A., (2022), Implementasi Putusan Pengadilan 

Agama Atas Mut’ah Dan Nafkah Iddah (Studi di Pengadilan Agama 

Purwodadi), Diponegoro Law Journal, 11(2). 

 

Nurasiah, (2011), Hak Nafkah, Mut’ah dan Nusyuz Isteri, Jurnal Al-Ahwal, Vol. 4 

No. 1. 

 

Wawancara 

Drs. H. Muhammad Anwar Saleh, S.H., M.H., (Hakim Pengadilan Agama Jakarta 

Timur), Wawancara, Pengadilan Agama Jakarta Timur, (Jakarta: 13 

Januari 2023). 

 

  



114 
 

LAMPIRAN 

 

 Surat Wawancara Pengadilan Agama Jakarta Timur 

 Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 627/Pdt.G/2021/PA.Bjb 

 


